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BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATT PESISI SELATAN
NOMOR 777 TAHUN 20173

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGEGURAN DAN PENUID AL
PEMBAYARAN PAIAK BUMI DAN BANGUNAN PERDEGAAN DA PEREOTRRN

Menimbang

Mengingat

v
.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA

‘BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Veraturan Daesah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Eissi
dan Bangunan Perdesasn dan Perkotaan, periu ditetaphan Perstiman
Bupatl Pesisic Selatan tentang Tata Cara Pembayaran, PerfAoan,
Angsuran- dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan  Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan,

1,

Undang-Undang Momor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propingi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 HNomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Momor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nompor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mormor
16430,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaginan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor
3087); i

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Ilndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
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Peraturan Pemonntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Merteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Peraturan Deerzh Kabupaten Pesisic Setaten Nomor 11 Tahus 2010
tentanc Pci-oontuken Organisasi iz Tata Kerja D:nas i_,‘a-‘—::'ah
Kabupat=r Feae » Sejatan;

Peraturan Buzsil Pesisir Selatan Ne:mer 160 Tahun 2011 Tantang
Sistern dan Frosodur Pengelolaan Keuangan Dasrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisit Sciatan Nomor 14 Terun fuld
tentang Pajak Bumi dan Bangunen Perdesaan darn Porhutean
(Lembaran Dacrab Tahun 2012 Nomo r 200);




MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

] ‘

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalen: b raturan Bupati im yang dimaksud dengan :

1. Doorah adaloh Kabupaten Pesisir Seiatan.

2. P amtan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. B adalah Bupati Pesisir Selatan.

4. >+ Perdapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Sclaten.

5. ««a Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah adalah Kepala
(- = Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

6. ' = ran Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

- atnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
1': Tehun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

7. P Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada dac:ah
.«* ¢ terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
U!* Zisi.g-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
ur s« keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. to Daecrah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Faiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB
P> adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau
g~ arfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
v.uctan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. :

10. Sura: Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima
S toran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
(i dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang
=+ sfang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

11. B~ adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima penerimaan
PEL P2 dari Waiib Pajak.

12. D+ P adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran.

13. Di*+ adalah Daftar Penerimaan Harian.

14.  DF#1 adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingquan.

15. Ltk adalah Laporan Bulanan Penerimaan.

16. LI1¥ adalah Laporan Mingguan Penerimaan.

17. IFFr adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan.

ig NC# adalah Nomor Objek Pajak atau Nomor SPPT.

p,_'p-,nalyaran PB§ P2 secara elektronik adalah pembayaran PBB P2 yang dilakukan
i@ ul ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine).
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SKPD adalah Saral Ketetapdan Pajak Deacrah,

SPPT adialan Surat Pemberitat ..an Paak Terutang.

SKPDI [ :Surat Ketetapan Pajo- Dacrah | ebih Bayar.

SKPIB {Surat Keputusan Pemb:an [mbalan Bunaa)

SPRMEP | Sural Perintaly Membe: . ar Keiebihan Pajak).

SPMIB (Surat Perintal, Membe, ar Imbalan Bunga).

SSPD ada¢r Surat Setoran Pa)ck Dacrah.

STPD acdelah Surat Tagihan Pajex Daerah.

SPPG addich Surat Pengantar Pongirman Giro.

BPD {Bukt! Penerimaan Daerah ).

NTB adalah Nomor Transaksi Bank.

NRP adalah Nomor Registrasi Pembayararan.

NPTD adalahh Nomor Transaksi Pencrimaan Daerah.

Ffempat Pembayaran PBB P2 yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank atau
tempat sang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembeaydaran PBB P2.

Pajak yang terutang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat
lagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulen, Putusan Banding seila
Putusan Peninjuan Kembali vang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambal:.

BAB 11
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 2

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan
hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyetoran
pajak dapet dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan
untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti
bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD).

SSPD;/ STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukt
pembayarén yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

SSPD/ STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telsh
divalidasi dengan Nomor Transaksi Bank (NTB).




BAB III

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4
Pembayarcn dan_penyetoran pajak dilakukan di Bank atau tempat yang dituniuk oieh
5 Y 2 ) ,
Bupati.
Bupali setiap tahun menunjuk 1 (satu) tempat pembayaran untuk satu wilayah
tertentu.

Wilayah tortentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dcalab valayah adminstrass
pemerintahar: yaitu Nagari/ Kecamatan dimana objek pajak berada.

Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Benk
alau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayadrar.
Dokumen tertulls sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sckurang-kurangnya memaat
a. Wilayeh kerja tempat pembayaran;
b. Kewajban tempat pembayaran yang meliputi :

| Sctiap hari Jumat atau hari keria berikutnya apeabila hart Jumat libur, saldo

pencrimaan PBB pada

d. Tempat pembayaran dipindahbukukan ke Kas Dacrah;

b. Tempat pembayaran elektronik dipindahbukuken

ke Bank Perseps.
Liektronik.

1.1 Terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran elektronik, Bank, Bank

Persepsi Elektronik yang terlambat atau tidak memindahbukukan dan atau
melimpahkan penerimaan PBB P2 sesuai waktu yang telah ditentukan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenar sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumiah penerimaan PBB P2
yang terlambat atau tidak dipindahbukukan dan atau dilimpahkan.

2. Untuk Tempat Pembayaran PBB P2 :

Menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan DHKP (Daftar Himpunan

Ketetapan dan Pembayaran) PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah dengan
Berita Acara;

2.2 Menerima Pembayaran PBB P2 terhutang dari Wajib Pajak;

2.3 Menyerahkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) lembar untuk Wajib Pajak
yang PBB P2nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak, dalam

hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/ transfer,

tempat pembayaran PBB P2 berkewajiban mengirimkan STTS (Surat Tanda

Terima Setoran) lembar untuk Wajib Pajak dengan SPPG (Surat Pengantar
Pengiriman Giro) kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;

2.4 Menerima Surat Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari
petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH (Daftar Penerimaan Harian)
dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua;

2.5 Meregistrasi DPH dan tanda terima setoran lembar 2 sebagaimana dimaksud
dalam angka 7 (tujuh) yang diserahkan oleh petugas pemungut;

2.6

Menyerahkan surat tanda setoran lembar untuk Wajib Pajak serta DPH

(Daftar Penerimaan Harian) dan tanda terima setoran lembar ke 2 (dua) yang
telah diregistrasi kepada petugas pemungut;
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N arendahbukukan saldo porcnmeaan PBE PO ke Baiin pada han Jural ala
har korja berikutnya apabila har Jumat abut;

Menyusun laporan mingguan penciimaon PBE P2 /ang dirinc ;_)(‘I'P.(,'I\llc:?’=(::'|
dey mengirimkannya ke Dinas Pendapatan Decran selambat lambatnye har,
Jur'a: atau hari kerja benkutaya apooila nasi Jum ot libur dan menyampaka:
Lmibusannya kepada Canat.

Untuk tempat pembayaran PBB P2 online : 2

Ticek menerima sura! tanda setoran dar datiar hnmpunan ketetapan dan
pembayaran PBB P2 dar: Dinas Pendapatan Dacrah;

Mencetak surat tanda terima setoran untun Bank, untuk Wajib Pajak pada
saat Wajib Pajak membayar PBB P2 terhutarnig;

Membatalkan surat tanda setoran yang telah cicetak jika Wapb Pajak
membadtalkan pembayaran PBB P2 terutang pada saat pembayaran tC‘r‘,U()L.‘[;
Membuat  dan menginmkan  LPPM  (Laporari  Pembatalan  Pencetakan
Mingguan) kepada Dinags Pendapatan Daerah.

Untuk tempat pembayaran PBB P2 clektronik :

Menerima daftar name Bank Persepsi PBB P2 elektronik berikut nomor
1ckening kas Daerah PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah dan sehubungan
dengar  pemindahbukuar  hasil  penerimaan  PBB P2 melalui  tempat
p~mbayaran PBB P2 elcktronik dimaksud:

Menernima pembayaran PBB P2 dan Wajib Pajek;

Mengeluarkan  Resi/ Struk ATM; Print Out Internet Bank, atac bukt
pembayaran kepada Wajb Pajak;

Melakukan komunikasi data dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk
transaksi pembayaran PBB P2 dengan :

1) Meminta data PBB P2 yang terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan

Informasi terkait lainnya melalui NOP (Nomor Obyek Pajak) atau Nomor
SPPT;

2) Menenma data PBB P2 terutang dan informasi terkait lainnya;
3) Mengirimkan data konfirmasi pembayaran.

Membukukan semua pembayaran PBB P2;

Memindahbukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank Persepsi PBB P2
elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila
hari Jumat libur;

Meiakukan rekonsiliasi deta pembayaran PBB P2 secara harian dengan Dinas
Pendapatan Daerah.

Tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak/ Wajib Bayar/
Wajib Setor/ Bendaharaan Penerimaan diatur sebagai berikut :
Pembayaran melalui loket/ teller Bank:

1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas
dalam rangkap 4;

2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan
menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir
yang bersangkutan: :

3

Menerima kerpbali formulir bukti penyetoran lembar ke 1 dan lembar ke 3
yang telah diberi NTB (Nomor Transaksi Bank) serta dibubuhi tanda




(1)
(2)

.

5.2 Pembayaran mol
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M"?”SLHH:)«‘. R DU~ seloran kepacle Uil ter ot

dlul clectronik banking (¢ banking)

Naettaran pada sistem recistras pembayaran o internet;
Mengisi data sotoran dengan lengkep dan benar untuk
NOmMor Reqist e Pembayaran (NRP)Y, masa berlaku Ni2p
Jangka waki, cang ditetapkan:

Untuk  tagihen ‘ang
dilakukan oler
dimaksud;
Melakukan pembavaran dengan menggunakan NRP:

Menerima NPTD (Nomor Transaksi Pencrimaan Daerah) sebagar pukti
pengesahan s¢teiah pembayaran dilakukan:
Mencetak BPD melalui sistem registras: pembayaran dtau di Bank dengan
menunjukar Nomor Transaksi Bank (NTB);

Menyampaikan BPD ke Unit terkait.

Melakukan

MeGadatkdn

STl (,'"-’W]cif\

ditetapkan 19stansi pemerintah,  -ondoflaran

INstansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan

penerimaan setoran:
Melalui lokcet; telior bank diatur sebagai berikut -
1. Menerima surat setoran penerimaan dacrah rangkap 4 (empat) dan
meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disctorkan:
2. Mengkredit sctoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang
diterima; ;
3. Melakukan Pengesahan  dengan  menerbitkan  BPD  scteiah
mendapatkan Nomor Transaks: Bank (NTB) rangkap 4 (empat),
lembar 1 (satu} dan 3 (tiga) untuk penyetor, lembar ke 2 (dua) untuk
Dinas Pendapatan Daerah, lembar ke 4 (empat) untuk Bank;
Menerbitkan BPD atas setoran yang diterima melalui cabang atau
cabang pembantu Bank yang online setelah mendapatkan NTB.

4.

b. Melalui e-banking diatur sebagai berikut :

Pembayaran PBB P2 yang terutan
atau tempat pembavyaran Elektronik.
Dalam hal tempat pemba
Persepsi Elektronik melan
(5), diberi peringatan ses

1. Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah yang diterima melalui
fasilitas e-banking yang dilakukan oleh Wajib Pajak/ Wajib bayar/
Wajib setor berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem registrasi
pembayaran;

2. Menginformasikan NTB (Nomor Transaksi Bank) kepada pihak
penyetor melalui media e-banking,

3. Mencetak BFD sesuai dengan kebutuhan:

4. Sanksi atas keterlambatan  atau  ketidak dilakukannya
pemindahbukuan pembayaran PBB P2 sebagaimana diatur Pasai 4
Ayat (5) huruf b;

5. Tanggal berakhirnya penunjukkan.

Pasal 5

g dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk

yaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank
ggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
uai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
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¢.Dicabul penuniukkannya sebagai sebaga Bars dan Bank Persepse Llcktronik
Pasal 6

Pengawasan terhadap lempel hembayarar, tempat pembavaran Elektronik, Bank dan Bank
Perseps: Elektronik dalam rengka pengelolaan pencrimaan PBB P2 dilakukan oleh Dines
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah.

Pasal 7

Tempat pembayaran yang telen ditunjuk melaporkan rekening yang digunahaon  untk
menampung dana pembayaran PBB P2 kepada Bupat.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding scrta Putusan Peninjauan Kembali yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untux
mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar
kekuasaannya sehingge Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak

pada waktunya.

Pasal 9

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal disetujui,
kecuali Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak Jatuh tempo pembayaran
sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 10
(1) ~Permohonan Wajib Pajak, harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari

kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang
mendukung permohonan, serta :




(1)

(1)

(2)

(4)

G amlad pentidasnaran pajak vang dinulSon itk cliaigsu’, Mt
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b, jumlabt  pembayarar pajok  yang  dirial o uAatuk dituncae o

penundaan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal dilampac. desc @ Vieph
Pajak mengalami keadean di luar kekuascan VWajib Pajak sehingge V.oann P ok tidat
mampu elunast atang pajak tepal pada wa<luyd.

Permohonan sehagaimandg  dimaksud pada  ayal (1)  hdarus G ke Jence
mengqundkar formulir sebagaimana ditetapkan dalzm Lampiran | Poratar e Bupatiin

¢

Pasal 11

varig besarnyd

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminat
Pengeloldan

ditetapkar berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas  Pendapatar:,
Keuangan dan Aset Dacrah, kecuali apabila Kepala Dinas Pendapat«n, Pengelolaan
Keuangan dan Asct Daerah menganggap tidaw perlu.

Jaminan dapat bHerupa garansi bank, sural’ dokumen bukti kepeniviiar Udf’dr‘-@’
bergerak, penangqungan utang oleh pingk ketiga, scrtifikat tanah. leu surliithdt
deposito.

Wajib Pajak yang mcngajukan permohonan calam jangka waktu vanig melampaun

jJangka waktu nd4:us memberikan jaminen berupa garansi bank sebeser wiang pajak
yang dapat dicairkan sesual dengan jangk: vaktu pengangsuran atau pee sdaan.

Pasal 12

Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajuxar: oleh Wajib

Pajek, Kepala Dinas Pendapatan, Pengeiolaan Keuangan den Aset Caeral ates name

Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sctclah tanggal

diterimanya permohonan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berupa :

a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan, atau masa angsurar atiu lamanya
penundaan sesual dengan permohonan Wajib Pajak;

b. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran ateu lamanya
penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pendapaten, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah; atau

€. Menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu 7 (tujuh) harni kerja telah terlampaui dan Bupati tidak

menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan

Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuar Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat

Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5

(lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati menerbitkan Surat Keputusan

Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat

Keput_usan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran II Peraturan Bupati ini atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan

Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan

genugd_af'm Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 111 Peraturan

upati ini. -




Bupati mencrbitkan Surat Keputusan

= : | permohonan Wajib Pajak ditolak
(5) PR J ¥: ak dengan menggunakan formulir

Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Paj |
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1V Peraturan Bupati ini

Pasal 13

Surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka wgktu masa
angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan
kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

Pasal 14

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan
angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan
angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

(2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) b.ulan sejak
diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak , untuk
permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar;

Pasal 15

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang ditetapkan dalam jumiah utang pajak yang
sama besar untuk setiap angsuran.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang ditetapkan sejumlah utang pajak yang
ditunda pelunasannya.

(3) Bunga yang timbul akibat angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.

(4) Bunga ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh
tempo angsuran, jatuh’tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

(5) Bunga tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat
Tagihan Pajak Daerah.

Pasal 16

(1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran yang lebih bayar pajak diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/ atau Surat Keputusan Pemberian
Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/ atau
pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) [?alam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga
tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran
atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan

mengangsur/ m»enunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan
pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga.
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Pasal 17

an untuk mengangsur atau menunda
putusan diterbitkan Surat Ketetapan
an Pemberian Imbalan

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohon
pembayaran pajaknya yang telah diberikan ke
Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/ atau >ural Kepu_tus
Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaral pajak dan/ atau pemberian
imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang
belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpaiakan.

mberian imbalan bunga

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pe .
suran dari sisa utang

lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya ang

pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :

a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari j
yang telah disetujui; dan _ o

b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujul.

umlah setiap angsuran

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/ atau masa angsuran dilakukan dengan

prosedur :

a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memberitahukan  kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran
dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;

b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5
(lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).

Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang
juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran
Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yarg disampaikan oleh Wajib Pajak
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

Dalam hal sampai dengan batas waktu Bupati tidak menerima usulan perubahan
angsuran dari Wajib Pajak, Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak dengan :

a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran;

dan
b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak berfungsi. sebagai
pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
sebelumnya.

l?alam hal besar_nya kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga
tidak mgna_:kupu untuk mglunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak
melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu
penundaan.

Pasal 18

lli)aa'lamphgl Wayjib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk
ealsa ajak, Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun bersangkutan yang
pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak
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Pengajuar keboeratan SCbagamana A ke (e (1) mendgakibotran Surat
Keputusan Persetujuan Angsuran Pomlisay aran pajar alac Sural Keputusan Porsotuiual
Penundaan Pembayaran Pajak menjadi tidak erlaki

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keboratan atas «oct L surdl ketetapar pajor. uiilux
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tanun Pajak  -viumnya yang pelunass:nnyé

telah memperoleh persetujuan untuk MeNQgangsur .

mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. -

Pasal 19

Dalam hal terhadap utang pPajak yang tercantum de'cr
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak s«
telah mendapat persetujuan untuk diangsur per o
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kcberatan,

Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarr .

ditetapkan kembali dengan ketentuan

a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak
yang telah disetujui; dan

b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa mas.:

Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum de .

Masca pajak, Bagian Tahun Pzjak, atau Tahun Pajak -

yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur
Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan K.
besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan k. -

a. Jumiah pokok dan bunga setiap angsuran tidak ' ¢ -

yang telah disetujui; dan
b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa mas.-

Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dal. -

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak s. !
yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda p.
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, :

pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaar

Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dé ...
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahu
bersangkutan yang telah mendapat persetujuan

diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Put:

menerima sebagian, Wajib pajak tetap wajib meluic:

dengan jangka waktu penundaan.

4
menunda persetujuan antuk

“ohut tetap berlaku dan Viapb
Pajak wa)ib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yai ¢ o

aly ditetapkan.

surat ketetapan pajax antuk
n Tahun persangkutan yang
.arannya diterbitkan  Surat
“w.%an Banding, atau Putusan
“asuran dari €4sa utang pajak

1er jumlah setiap andgsuran
sdran yang telah disetujul.

-urat ketetapan pajak untuk
«n Tahun yang bersangutar

“ayarannya diterbitkan Surat

' yang menerima sebagian,

w1 dengan ketentuan :

clari jumlah setiap angsuran

' disuran yang telah disetujui.

~urat ketetapan pajak untuk
.M Tahun yang bersangkutan

" ayarannya diterbitkan Surat

‘usan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib ©.. .

tetap wajib melunesi utang

«Jrat ketetapan pajak untuk
<:ak setelah Tahun vyang

© .« ditunda pembayarannya

Peninjauan Kembali yang
utang pajak tersebut sesuai
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. Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal 2 Januari 2014,
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